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PERATURAN .DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

~OMOR 6 TAHUN 2.00 2_ 

Menimbang 

Mengingdt 

.TEN TANG 

IRIGASI 

'· 

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARA.."l'GANY AR 

a. bahwa dengan diundangkannya Undang-w1dang Nomor 22 tahun 1999 
tentat1g Pemerintahan Dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 
T alnm 2000 tentang Kewenangan Pem.erintah dan Kt:wc:nangan 
!)ropinsi sebagai Daerah Otonom maka Pemerintah Kabupaten 
Karanga.ny:u- diberika11 kewenangan untuk mengati.11' irig,ui dalani 
wilayahnya ; 

b. bahwa <la.lam rangka mencapai keberlanjutan sistem irigasi scrta untuk 
mewujudkan peningkatan efektivitas, effhliens~ produktivitas, clan 
peluang Jnovatif dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi., perlu 
dilakukan pengaturan kembali Irigasi di Kabupaten Karanganyar ; 

c. bahwa untuk maksud ternebut perlu diatur cLm ditetapkan dengan 
Pcraturan Daerah. 

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahuu 1950 te:ntang Pembentukan Daerah­
daerah Kabupaten Dalam Lingkuogan Propinsi Jawa Te:ngah; 

2. Undang .. undang Nomor 11 Tahur. 1974 tcntang Pengairan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahwl 1974 Nomor 65, Tambahan 
L~mbaran Negara Nomor 3046); 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pe:tn.l~rintahan Daer.ah 
( L~mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Nornor 3839 ); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 ten.tang Tata Pengaturan 
Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Noinor 37, 
Tambahan Lembaran Negara Noma:.- 3225 ) ; · · 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irig~~i 
( Lemharan Negara Republi.k Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156); 

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 kntang Tekhnik 
Penyusun..-m Peraturan Perundang-undangan dan Bcntuk Rancangan 
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerint1h dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik fadonesia Tahun 
1999 Nomor 70 ); 
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7. Kcputusan Bersama Menteri Koperasi Pengusaha · Kecil dan 
Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri 
Dal-am -Ni,geri 

06/SKB/M/V /1999 

08/SKB/?v1/1999 
Nomor: 

560/KPTS/KPl SON /1999 

44 Tahun. 1999 

Tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air 
( P3A at.,u GP3A ) meblui Kopet'asi; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Karanganyar Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Pedoman P~mbentukan dan Pembinaan 
Perkumpuian Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tit1a Kabupatcn 
Daerah Ti.ngkat Il Karanganyar; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinp,kat II K.aranganyar Nomor 7 
Tahun 1990 tentang Penyidik Pcgawai Negeri Sipil di Lingkwigan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar 
( Lembaran Daerah Tahuu 1991 nomor 49 ). 

Dengan persetujuan 

DEWANPERWAJ{ILANRAKYATDAERAHKABUPATENIURANGANYAR 

:tvIB:tvIUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH K.AB'l)PATEN KARANGANY AR 
TEN1 ANG IRIGASI. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksnd dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar; -· . 

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain 
sebagai Badan Eksek'Utif D;.erah; 

c. Bupati adalah Bupati Ka.ranganyar; 

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan 
Kabupaten Karanganyar ; 

. 
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e. Desa atau yang disebut dengan narna lain, ·sefa.\1jutnya disebut Desa, a<lalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur d..111 mengurusi 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 
diakui dalam sistem Pemeriri.tahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ; 

f. Air adalah sernua air yang terdapat pad.a, cliatas maupun dibawah pmmuka.m tanah 
tenruisuk dalam pengcrtian ini air pe1mukaan, air tanah, afr hujan, · dan air laut yang 
climanfaatkan di darai, 

g. Swnber air adalah tempat / wadah air baik yang tcrdapat pada, diatas, maupun dibawah 
permukaan air tanah ; 

h. Irigasi adalah csaha penyediaan clan pengaturan air unt.-uk menunjang pertanian yang 
jenisnya rneliv-ati irigasi air pennukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi 
tambak; 

1. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ; 

j. Jaringan irigasi adalah saluran, bangumm dan bangunan pelengkapnya yang merupakan 
satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan a::r lrigasi mulai dari penyedi.allt, 
pengambilan, pcmbagian, pernberian, penggunaan, dRn pembuanganny'1,; 

k. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam sa·.tu sistem irigasi, mulai -dari 
bangunan utama, saluran induk/pri.mer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta 
ban.gunan pelengbpnya ; 

1. Jaringan tersier adalah j3rlngan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air 
didalam petak tersier yang terdhi. dari saluran pembawa yang dis~but salutan tersier, 
saluran pembagi yang disebut. saluran kwarter dan salurau pembuang berikut saluran 
bangunan turutan serta pelengkapnya, tenuasuk jaritngan i:tigasi pompa yang luas ,areal 
pelayanannya disamakan dengan areal tersier; ' 

m. Waduk adalah tempat / wadah pcnampungan air di sungai agar dapat cligunakan untuk 
irigasi m.aupun keperluan famriya; · 

n. Waduk lapangan atau embung adalah tempat'wadah penampungan air irigasi pada waktu 
te1:jadi surplus air di sungai atau air hujan; 

o. Pct"lk irigasi ,1d.afa.h petak lab.an yang mcmpcrok:h air irigasi ; 

p. Pt:tak ternier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakrui kesatuan dan memiapatkan 
air irigasi melalui saluran tersier yang sama ; 

q. Penyediaan air irigasi adalah pencntuan banyaknya air persatuan waktu dan saat 
pemberian air yang dapat rlipergunakan untuk menwtjwg perta11ian; 

r. Pembagian air irigasi adalah periyaluran air dawn jaringan umma ; 

s. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier 
dan kuarter ; 

t. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air dilahan pertanlan ; 
i 

u. Pemhuangan / drainase adalah pengaliran kelebiluu1 air irigasi yang sudah tich.k 
dipergunakan lag:i pada suatu daerah irigasi tertentu ; 
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v. Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIR.TA yang se1anjutnya disingkat. P3A 
DHARMA TIRTA adalah wadah dari petani atau kelompok petani yang mengelola air 
irigasi dalam rmatu petak / blok tersier atau daerah irigasi pada jaringan irigasi pompa 
atau daerah pada jaringan irigasi" kecil di Kabupaten Karanganyar ; . 

w. Daerah lrigasi Kecil actalah Daerah Irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 ha; 

x. Daerah Irigasi Besar ad.al.ah Daerah Irigasi yang luas areahtya 500 ha keatas; 

y. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan konmnikasi antara Pemeqntah Kabupaten, 
porkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irig,asi untuk 
keperluan lainnya, chm unsur masyarakat yang berkempcntingan dalant pcngelolaan 
irigaai yaitu lembaga swadaya musyarakat, w.akil pt:rguman tingg~ dan wakil pemerhati 
irigasi lainnya, pada wilayah ke1ja Kabupaten Karanganyar ; 

z. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunika~i dari dan antar 
perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air iriga3i 
untuk keperluan lainnya dalam rangka pcngelolaan irigasi pa<la ,atu atau sebagian daerah 
irigasi yang jarii,gan utamanya berfungsi multiguna, serta dihentuk atas dasar kebqtub.an 
clan kepentingan bersama ; 

aa. Pengelolaan irigasi aclalah segala usaha pendayagu.mtan air· irigasi yang meliputi operasi 
dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitas~ dan peningkatanjaringan irigasi; 

bb. Operasi dan pemcliharaan jaringan irigasi adalah ke,giatan peng;aturan air dan jaringan 
mgasi yang meliputi penyediaan, pernbagian, pernberian, penggunaan, dan 
pembuangannya, tem1asuk usaha mempertahankan kondisi jarlngan irigasi agar tr.tap 
berfung&i dengan bail< ; 

cc. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi t~rjadinya· 
kerusakanjaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau olch manusia 
guna mempertahankan fungsijaringan irigasi; 

dd. Rehabilitasi jaringan irigasi a,dal.ah kegiatan perbaikan jaringan :iJ.igasi guna 
mengembalika.n fungsi dan pelayanan irigasi seperti semufa ; 

; 

ee. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigru,i denrian 
mempertimbangkm1 pcrubahan kondisi linglnmgan daerah irigasi gun.a meningkatk.m 
fungsi dan pel.Jyanan idg.,si; 

ff. Manajemen aset irigaai adalah kegiatan ul\'entari::1asi, audit, perencanaan, pcmanfaatan, 
pengamanan aset irigasi, rum evaluasi; 

BAB II 

PENGELOLAAN IRIGASI 

Pasal 2 

(1) Irigasi diselenggarnkan dengan tujuan rnewujudkan kerna11faatm air yang meny01uruh, 
terpadu clan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kescjahteraan 
masyarakat khususnya petani. 

(2) lrigasi berfungsi mempertah,1nl<an clan meningkatkan produktifitas lab.an untuk 
mencapai hasil pemmian yang optimal tanpa mengabaikan kepmti-lgan lainnya. 
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(1) 

Pasal 3 

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat 
petani clan dengan menempatkan P3A DHARMA TIRT A sebagai pengambil kepu.tusan 
dan pelaku ut1ma· c!aiam· pengelolaan irigasi yang rn.enjadi tanggungjawabnya. 

l (2) 

I 
Pengelolaan air irigasi dan jaringan irigasi didasarkan pada s_uatu daenth irigasi yang · 
terdiri da.ti Daer ah Irigasi Kecil dan Daerah Irigasi Besar. 

I 

I 
BAB III 

KELE~IBAGAAN PENGELOLAAN fRIGASI 

Bagian Kesatu 

Kewenangan PengeJolum 

Pasai 4 

(1) Kewenangnn pcnge!olaan irigasi di Daen,,h dilakukan ofoh Pcmerintah Daerah, kC":cuali 
irigasi yang mernp,ikan lintas Kabupaten menjadi kewenangan Propinsi. 

(2) Kewerumgan sebagaimana dirnaksud ayat (1) Pasat ini sebagian diserahkan kepada 
P3A DHARlviA TIRTA yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 5 

1 (1) Air Irigasi dan jaringan irigasi utama pada Daerah l:dgasi yang pengelolaannya telah 
cliserahkan keparta P3A DHAR..¼A TIRTA sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 4 
Perda ini pembinaan, pengawasan clan penlendJliannya dihksanakan oleh Kepala 

I 
I 

Dina.s. ,. 

(2) Air irigasi clan jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Hukum, Badan Sosial atau 
perorangan, pengurusannya rliserahkan kep2da yang bersangk'Utan dengan berpcdrman 
kepada ketentuan dalam Pcraturan Daerah ini. 

Pasal 6 

\ (1) Dalam rangka pemeo,uha.n kebutuhan air irigasi untuk berbagai kt,"J)erluan, J3upati 
membentuk Komi£i Irigasi. I 

I 

(2) Komisi higasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (l} Pasal ini inernpunyai fungsi 
membantu Bupati ci.alam pc:ningkatan kinerja pengelolaan irigas~ terutsl;ma pada bidang 
penyediaan, pembagfon dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan 
lafonya serta merekomendasikan prioritas aloka.si dana pcngelolaan irigasi. 

I (3) 
I 

Dalam rangka koordinasi pengelolaan Daerah Irigasi yang jaringan utamanya ber.fungsi 
multiguna dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi. 

I Pnsal 7 

\ (1) Pembagian wewt:nang clan tanggung jawab serta mekauh·.meierja an.tar Lembaga 
Pengelola Irigasi akan diatur lebih lanjut olch Bupati. 

(2) Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah,, Pemerintah Daerah, P3A 
DHARMA TIR TA atau pihak lain yang kegiatan11.ya berkaiatan dengan pengelola 
irigasi sesuai dong.an kewcnangannya dalaxn perencanaan, pembangunan, oper.u3i ,fan 
pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan <lan pembiayaanjaringan irigasi. i 

I 



. . I 

Pasal 8 

(1) Penyerahan kewenanw1 pepgelol.aan irigasi kepada P3A DHARMA TIR.TA clilakukan 
secara demolcr.~tis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatu.an pengelolaan. 

(2) Penyerahan kewenangan dimaksud ayat (1) Pasal ini s~suai dengan wilayah kc:1ja P3A 
DHARMA TIR TA dilakukan pada tingkat Daerah Irigasi atau sebagaian Daer ah 
Irigasi. 

(3) Pcuyerahan kewenangan pengelolaar1 dim.aksud ayat (2) Pasal ini d~retapkru.1 melalui 
kesepakatan tt:rtulis antara Pemerintah Da.erah dan Prngelola higasi tanpa penyerahan 
kepemilikan aset j aringan irigasi. 

Pasal 9 

Penyerahan kewenang,an pengelolaan irigasi pada Daerah lrigasi yang jaringan irigasinya 
multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan be-rsama antara Pemerintah Daerah, P3A 
DHARMA TIRT Adan pcmakai air irigasi untuk kepcrluan lai.rmya. 

Pasru 10 

Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi P3A DHARMA TIRTA dinyatakm gagal 
dalaln pengelolaan irigasi maka pengelolaan irigasi diambil kcmbali oleh Pemerintah Dat:rah, 
yang dituangkan dafam Berita Acara. 

Bagian Kedun 

P3A Dharma Tlrta 

Pasal 11 .... 

Pemerintah Daerah mclakukan pemberdayaan P3A DHAR.MA TlRT A rnelalui penguatm, . 
peningkatan kemrunpuan, fasiEtasi sei1a pemberian bantuan kepada P3A DHAR.MA TIRTA . 

. Pasitl 12 

(1) Dengan mcmperhatik~n perkembangan daerah irigasi Pemciintah Daerah memfasilitasi 
pcmbentukan dan ,1tau pengcmbang,iin P3A DHAR.MA TIRTA yang socara 
organisatoris, tcknis dan fmansiil mampn untuk cliserahi wewenang, tugas dan 
kewajiban dalarn pcngdolaan irigasi. 

(2) Setiap pihak y;1ng menggunakan air irigasi, baik perorangan maupun Badan Hukurn: dan 
atau Bad.an Sosial scrta P3A DRAMA TIRTA mcnjadi anggota Forum Koordknasi 
Daerah Irig .. si. 

Pasal 13 

(1) P3A DHARMA TIRTA dib1.:ntuk <lari, oleh dan untuk petani pemakai air pada petak 
tersier atau wilaynh desa/keluralrnn atau jaringan iriga9i k1il atau jaringan irigasi 
pedc:saan atau jrui.ngan irigasi pompa. 

(2) Beberapa P3A DHARMA TIRTA dalam satu atau lebih petak sekunder dapat 
membentuk Gabungan P3A DHARMA TIRT A. 

(3) Be.:berapa Gabungan P3A DHARMA TIRTA dalam satu atau lebih Daerah Irig.isi dapat 
membentuk Inc.uk P3A DHARMA TIRT A. 
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(1) Beberapa Induk P3A DHARMA TIRTA dan atau beberapa Gahungru.i P3A DHARMA 
IB"l'f A dapat memoentuk Forum Koordinasi P3A DHAR.MA TIRTA di tingkat 
Kecamatan atau tingkat Kabi1paten. 

(2) Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA tingkat Kecamatan atau Kabupaten dapat 
bekerja saina dengan Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA tingkat Kecamatan at.au 
Kabupaten lair, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABIV 

POLA PENGA TURAN AIR IRIGASI 

Bagian Kesatu 

1-fak Guna Air Irigasi 

Pasal 15 

(1) Hak guna air lrigasi diberikan oleh Kepala Dinas kepada P3A DHAR.MA TIRTA, 
Badan.Hu.kum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai Irigasi untuk kepcrluan lainnya 
pada sctiap sumber air yang, digunakan. 

(2) Rak guna air Irigasi di makmd ayat (1) Pasal ini terutama diberikan untuk kepcrluan 
Pertanian dengan tetap mcmperhatikan kepentingan u~aha lainnya. 

(3) Hak guna Air Irigasi di makoud ayat (1) Pasal ini diberikan berdasa1'kan ketersecliaan 
dan kebutuhan air pada pelayanan tertentu selama 5 (lima) tahwt clan dapat 
clipeq)anj ang. 

(4) Hak guna Air diberikan dalam benh1k Jjin Pengambil((n Air. 

(S) Pengaturan dan Penetapan Ijin Pcngambilan Afr di atur lebih J.aajut oleh Bu,ati . 

Bagian Kedua 

Penyedlaan Air Irigasi 

Pasal 16 

(1) Penyedian Air Irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal 
dengan tetap mempcrhatikan keperluan lainnya. 

(2) Dalam penyeoiaan air irigast scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemerintah 
Daerah mengusahakan optimalisasi penyeciiaan air dalam su.atu Dacrah Irigasi m.aupun-· • 
antar Daerah Irigasi. 

(3) Pemerintah Daerah mengupayal<an ketersecHaan, pengend}li.m dan perbaikan mutu air 
irigasi. 

Pasal 17 

(1) Perencznaan tahunan penyediaan air irigasi disus-'.ll1 oleh Komisi Irigasi berdasarkan 
usulan P3A DHARlvlA TIRTA dan Pemaka.i Air Irigasi untuk keperluan lainnya. 



(2) Perenc311aan tahunan penyediaan air irigasi sebagairnana dirn.ak.Bud ayat (1) Pasal ini 
ditetapkan oleh Bupati. 

• ' • • h 

(3) Penyediaan air ur,tuk mengatasi kekurangan air pa.da lahan pertania.tt te11entu dapat 
diupay.akan dengan pompanisasi sesuai dengan hak guna air yang berlaku serta kebutuhan 
dan kemarnpuan mnsyarakat yang bersangkutan, dengan memperhatikan kelestarian 
lingkungan. 

(4) Pompanisasi sebagaimana Gi.maksud dalam ayat (3) Pa:3al ini dilaknkan dari air 
pennuka..n atau air bawah tan.ah setelah mendapat izin d~i yang berwenang sesuai 
peraturan pemndar.g - umlangan yang berlaku. 

(5) Pada kondisi air terbatas, Kepala Dinas menetapkan penye8uaian alokasi air bagi para 
pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan kescimbaugan. 

Bagian Ketiga 

Pcmbagian dan Pemberia.n Air lrigasi 

Pasal 18 

' (1) Rencan.a Pembagian Air pada suatu D.aerah Irigasi ditetapkan setiap ta.bun oleh P3A 
DHARMATIRTA. 

(2) Rencana pembagiau air untul< Jaringan Irigasi yang berfu.ngsi multiguna ditetapkan setiap 
tahun atas dasar musawarnh antara P3A DH.ARMA TIRTA clan Pemakai Air Irigasi 
untuk keperluan air lainnya melalui Forum Koordhri.asi Daerah Irigasi. 

(3) Pembagian Air lrigasi ditetapkan oleh P3A DHARMA TIRTA Tingkat Daerah Idgasi 
sesuai dengan renca~a pembagian air bcrdasarkan prinsip keadilan, keseitnbangan, clan 
musyawarah piliak berkcpentingan. 

Pasal 19 

(1) Dalam rangka pembagian clan pemberian Air secara tepat guna untuk aetiap Daerah 
Irigasi, P3A DHAlUvfA TIRT A menymmn Jadwal Pemakaian Air Irigasi dan 
mengifonnasikan kepada pcmakai air cLm pihak t~rkait lainnya sebr,lwn musim Tanam 
dimulai. 

(2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana di.maksud ayat (1) Pasal ini, apabila 
diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuh:m, P3A DHARMA TIR.TA 
menetapkan prioritas pcmbagian air irigasi sesuai dengan situasi d3n kondisi setempat. 

(3) Pembagian clan pemberian air sebagaimana ctimnksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak 
mengurangi kewajibm1 P3A DHARMA TJRT A untuk memberikan · air 111gas1 guna 
keperluan rumah tangga dalam m~menuhi kebutuhan pokok sehari - hari. 

Pasal 20 

(1) P3A DHARMA TIRTA bersama Kepala Din¥ dapat menettpkan waktu dan bagian 
jaringan irigasi yang haru~ dikeringkan untuk keperlunn pemeriksaan dan ata.u perbaikan. 

(2) Waktu pengeringan dad bagfat1 jaringan idgasi yang akan dtkeringkan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) Pasal bi harus dHentukan secara tepat dan diberitahukan kepada 
pemakai air selambat - lambatnya 2 ( dua ) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan. 



(3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hauya dapat dilaksanakan 
dalam keadaan darurat dengan persetujuan P3A DHAR.\1.A TIRT A. 

" . . .. 

Bagian Keempnt 

Penggunaun Langsung Air lriga5i dari Sumber Air 

Pasal 21 

Setiap pemakai air irigasi dari sumber air perrnukaan atau air bawah tanah harus mendapat 
ijin dari Kepala Dinas sesuai d.engan Peratw-an Penmdang- undangan yang berlak11. 

BAB V 

PEMBANGUNAN JARJNGAN IR!GASI 

Pasnl 22 

(1) Pemerinta11 Daernh menctapkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi Daerah 
berdasarkan atas Rencana Pengembangan Sumber Daya Air dan rencana Tata Ruang 
Wilayah serta memperhatikan pelestarian sumber daya air. 

(2) Rencana lnduk Pengembangan Irigasi sebagaiamana dimakrmd ayat (1) Pasa11 ,ru 
didasarbn pada kesepakatan bersruna ant.ar sektor antar wilayah dan antar Pemedntah 
Daerah, masyarakat dan petani. serta pihak lain yang berkepentingan. 

Pasal 23 
f · 

(1) Pembangunan Jaring:m Irigasi dilaksanakan berdaDarkan Rencana Induk Pcngembangan 
Irigasi sebagaiman.a. dimak.sud dalam Pasal 21 Peraturan Dacrnh ini. 

(2) Pernerintah Daerah rmaniliki wewenang clan tanggw1g jawab dalam pembangunan baru 
Jaringan Irigasi Utama dan perluasan ar~al irigasi di luar wilayah kcrja P3A DHAR.MA 
TIR.TA. , 

(3) Pernbangunan irigasi T~rsie:r clan perluasan areal menjadi wewenang, tugas rum tanggung 
jawab P3A DHARMA TIRTA di wilayah kerjanya. 

/ BAB VI 

OPERAS! DAN PEMELII-IARAAN JARJNGAN 

BagJan Kesatu 

Wcwcnang, Tugas dan Tanggung Jawab 

Pasal 24 

(1) P3A DHARMA TlR.TA memiliki wewenang, tug.-1s dan tanggung jawab dafam operasi 
dan pemeliharaanjaringan irigasi dalam wilayah kerjanya. 

Paraf __ / __ 



(2) Dalam menyeh.,'11ggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi 
multiguna, P3A DHARlvfA Tm.TA melakukan koordinasi dengan para pemakai au· 
irigasi untuk keperluan.lam melalui Fornm Koordinasi Dacrah Irigasi. 

(3) Operasi da.11 pemeliharaan jaringan irigasi milik Badan hukum, Badan sosia~ perorangan 
dan pemakai air irigasi untuk kep:rluan lainnya meI\ladi tanggung jawab pihak yang 
bersangkutan. · 

Pasal 25 
i 

Untuk ~ydenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan· irigafli yang dikelola oleh P3.A 
' DHARMA TJR.T A, Pemerintah Dcerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan 

dengan memperhatikan prm'3ip kernandirian. 

Bagian Kedua 

Pengamanan Jarlngan Irigasl 

Pruml 26 

Pemerintah Daerah bersmna-!'jama clengan P3A DH.ARMA TIRTA, Badan Hukum, Badan 
sosial, perorangan dan pcmakai air untuk keperluan lainnya be1t,mggung jawab dan wajib 
melakukan pengamananjaring:an irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya. 

Pnsal 27 

(1) Dalam upaya pengaman jaringan irigasi sebagimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah 
ini P3A DHARMA Tm.TA, Badan Hukum, Badan sosia~ perorl11gan dan pem.1kai air 
irigasi untuk kepeduan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkrn Garis , 
Sempadan yr.mg diukur dari batas luar tubuh saluran clan atau ba."lgunan kigasi dimaksud.'. 

(2) Untuk ruenghindari kehil,u1gan air, orang pribad~ Badan Hukum cum Badan Sosial 
dilarang membuat galian padajarak minimal 2 (dua) meter dari luar Garis Sempadan. 

(3) Setiap orang pribad~ Badan Hukwn dan Badan Sosial dilarang mendirikan bangunan, 
mengubah, m~mbongkar dan mernsak bangunan yang berada di dalam, di atas maupun 
melintasi saluran irigasi \anpa seijin dari Kepala Dinas. 

) (4) Untuk menghindari peni.:.cmar:Hl air irigasi Ba<lan Hukum, Bad.au Usaha dan Badan Sosial 
dilarang membuang limbah indwtri, bahan bcracun berbahaya maupun limbah lainnya ke 
dalarn jaringan irigasi. 

BAB VII 

REHAEILITASI DAN PJrNINGKAT AN JARINGAN 

Pa.snl 28 

(1) P3A DHARMA T1RTA .mcmiliki wewenang, tugas dan tanggung juwab dalam 
rehabilitasi dan pcningkntm1 ja:ingan irigasi di wilayah k~rjanya. 

. 
(2) Pemerintah Daerah atau pihak lain memberikru1 bantuan. dan fasilitasi rchabilitasi c!an 

peningkatanjaringan irigasi sebagaimana dim.akrnd dalam ayat (1) Pasal ini berdasarkan 
pemuntaan dari P3A DHARMA Till.TA dengan memperhatikan prinsip kemandirian. 



(3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan SosiaL · 
perorangan, dan pen~lmi. air irgasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang 
bersangku tan. • • • · • 

(4) Perubahan dan atau pcmbongkaran jaringan irigasi yang mengubah b~ntuk dan fungsi 
jaringan irigasi hams memlapat ijin Kepala Dinas. 

BAB VITI 

l~'VENT ARISASI JARINGAN IRIGASI 

Pasnl 29 

(I) Invent.uisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pcncatat.w/pendataan fisil<, kondisi, dan 
fungsi Jaringan irigasi, ketcr~ediaan air, .u·eal pelayanan serta lcmbaga pengelola 
irigasi. 

m Inventarisa~i <laenh irigasi mempak2n salah satu persyaratan dalam penyerahan 
kewena.ngan pcngclolaan irigasi. 

,) Pemerintah Kabupat,~n bersama P3A DHAR1v1A TIRTA mclakukan inventarisasi 
daerah. irigasi ya~g bcrada di wilayah.nya 8ebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
Pasal ini. 

(4) Berdasarkan hasil invcntarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, 
Pemerintah Kabupaten mcn~tapkan daftar inventarisasi sesuai kewcrumgannya. 

,:~) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkat kewena.ngannya melak·ukan kompilasi 
data dan menetapbn daftar invcntarisasi daercl1 irigasi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( 4) Pasal ini. 

:~ Inventarisasi scbagaimana dimaksud <lalam ayat (1) Pasal ini dilakukan setiap tahun 
clan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksucl dal.a .. ~ ayat (4) clan 
ayat (5) Pasal ini setiap akhir tahun. 

) 

BAB IX 

KEBERLANJUT AN SI STEM IRIGASI 

Pasal 30 

~) Pemer.intah Daernh , dan masyarakat sesuai dengan kewenangan mempertal1311.kan 
sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarfan swnberdaya air, 
melakukan pemberdayaan P3A DHARMA TIRT A, mencegzh alih fongsi lahan 
beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendulmng peningkatan pendapatan petani. 

,) Untuk menja.mi.t1 kebedanjutan sistem irigasi sebaga.i rruma dirnaksud dalam ayat (1) 
P({Sal inL Pemerintah Daerah melakukan penegakan p~raturan pemnrumg-undangan 
yang berkaitan dengan irigasi. 

Pa~al 31 

1,I) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan 
tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh 
izin tcrlebih clahulu dari Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tata ruang yang 
telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya sctara dengan biaya 
pernbangunan jaringan irigasi dan seta;.·a dengan biaya percetakan lahan beririgasi 

-· . 



\ 

· (2) Pernerintah Daerah mclakukan penerti.ban pada lahan beridgasi yang tidak berfungsi"· 
dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang tdah ditetapkan. 

' I 

(1) 

(2) 

BAB X 

PENGENDALIAN DA.l~PENGAWASA.i"l 

PasaJ 32 

Pcmcrintah Daerah mdaksanakan pcngendalian dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pengelolaan irigasi. 

Pemerintah Daerah mehlksanakan kegiatan pcne1tiban, peng.iwasan dan pengarn;.,nan 
terhadap prasarana j~u·ingan irigas~ serta menegakkan. peraturan perundang•undangan 
bidang irigasi yang bcrlaku. 

Pasal .33 

P3A DHAR.MA TIRTA, badan hukum, badan sosial, pcrorangan, rum pemakai air irigasi 
nntuk keperluan lainnya menyt1diakan informasi pengclo1aa.n irigasi dan rrtemberikan 
rlukungan dalam pelaksanaan pengendalian dao. pengawasan. 

BAB XI 

PEMBIAY AAN 

Pasal 34 
I· 

(1) Pembiayaan pemb3ngunan jnringan i.rigasi utama mcnjadi t.anggung jawa.b Pemerintah · 
Daerah. 

(2) Pt;rnbiayaan pengclola:1.i.1 irigasi dilakukan oleh P3A DHARMA TIRT A di wilayah 
kerjanya i;ecara ot0nom dan mandiri. 

(3) Pemerintah Dacrah !uembantu <la.lam penycdiaan darur. pengc:!olaan idgasi dan 
penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah D;iernh dan P3A 
DHARMA TIR.TA d~ngan memperhatikan prinstp kemandirian. 

(4) Pembiayaan . pengelolaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan · 
clan pemakai air irigasi untuk kepcrluan ?ainnya mcnjadi ta.nggwtg jawab pihak yang 
bersangkutan. 

(1) 

(2) 

P:ti;;a1 .35 

Pembiayaan pengelolaan irigasi sebagaimana dim.aksud dalam ayat (3) Pasal 34-· , 
Peratw:an Dacrah ini clisa!urlrnn mefalui dar,a pengelolaan irigasi Kabupaten untuk 
efisiensi clan efol:tivitas 1~c.:ngunaan dana pengelolaan irigasi. 

P3A DHAR1v1A TIRTA dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelola.an 
irigasi kepada Komisi Irigasi. 

I (,) Priorita~ alok.asi dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditentukan oleh Komisi Irigasi 
bercfasarkan prinsip kcadiJan dan transparan. 



(4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
rc:komendasi dari Komisi Irigasi. 

(5) Pemerintah Kabu1;ate'n' n~en.etapkan kebijakan Daerah scbagai pcngaturan lebih laajut 
tentang dana pengelolaan irigasi Kabupaten. · 

BAB XII 

KETEl'ITUAN PIDANA 

Pasnl 36 

, (1) Pelanggaran ketentuan seba~aimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini diancarn 
dengan kurungan selama-lamanya 6 ( ~nam) bulan atau dengan denda seban);,ak- · 
banyaknya Rp. 5.000.000 ( limajuta rupiah). i · 

(2) Apabi.la tinclak pidana scbagainuma dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh 
Badan Hul'llm, atau Badan Sosial maka ancaman pidana sebagalmana dimaksud pacla 
ayat (1) Pasal uu dikenakan. pada pengurusnya. 

(3) Selain kctentuan sebagai mana diatui- pada ayat (1) pasal ini yang berupa bangunan 
dapat 4ibongkar dl:ngan beban beaya yang bersangkutmi tanpa mendapat ganti rugi. 

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;{dalah pelanggarnn. 

Pasal 37 

(I) Pegawai Negeri Sipil te!tentu di lingkungan Pemerintah Da~ah diberi wewenang 
khusu.s scbagai penyidik 11ntuk melakukan pcnyidikan ti:ndak pidana di bidaxig 
retribusi daerah. 

(2) Wewenang penyictik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah: 

a. Menerir.aa, mencari, mengumpulkan clan men~.liti keteranga,n atau laporan 
berkenaan deng,an tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau 
laporan tersebut m~ujadi lebih lengkap danjelas. 

b. Meneliti, mencm·i dan mengumpulkan keteranwm mengenai orang pdbadi atau 
badan tentang kebernu·an perbuatan yang dilakukan. sehubungan deugan tindak 
pidana retribusi daerah. 

c. Mcminta keterangan <lan bahan bukti dari orang pribadi ntau badan sehubungan 
dengan tindak pidana ell bidang retribusdi daerah. 

d. Memeriksa buku - buku, catatan -· catatan dan dokumen -· doknmen lain 
berkenaan d~ngan tindak pidana di bidang retribusi daerah. 

e. Melakukan penggeledahan untuk mend.:1patkan barang bukti pembukuan 
pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyit3'm terhadap 
barang bukti tersebut. 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa.n tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang retribusi daerah. 

g. Menywuh berhent~ melarang seseorang meninggaJ.kan ruangan atau tempat pada 
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan mcmeriksa idcntitas orang clan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pada ayat ini. 



h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana f(;tribusi daerah. 

1. Memanggil mang untuk dideng.u· keterangannya d:m untuk diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi. 

J. Menghentikan penyidikan. 

k. Melakukan tindakan lain y~mg perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 
di bidang retribusi daerah menurnt huk-um yang dapat dipertanggungjav;,abkan. 

(3) Penyiclik seba~aimana dimaksucl pacla ayat (1) Pasal i."'li membcritahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampa.ikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai 
dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 

BAB XIII 

KETENTUAN PENU'nJP 

Pas·al 38 

, Hal-hal yang belum cliatur cb lam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanannya 
akan diatur kbih 1anjt.1t olch Bupati 

Pasal 39 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetalminya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah Lni dengan pcnempatannya clalam Lembarnn Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Karanganyar 
17 j1,tV\i -:z... 00 2 

LEtlffiARAN DAERAI-1 KABUPATEN KARANGANYAR 
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PEN.TELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUP ATEN KARANGANY AR 
. " . . ~ 

NOMOR 6 T AHUN 2002 

TE1'ITANG 

IRIGASI 

L PENJELASAN UMUM 

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonoml daerah yang luas, nyata dan 

bertanggunrj:twab, Pemerintah Daerah mendapatk.m penyerahan kewenangan urusan 

Pemerintahan dibidang Irlgasi. Oleh karena itu dalam upaya pembinaan, pengawasan 

clan pcngendalian sistcm Irigasi agar dapat dhwjudkm nistem lrigasi yang 

berkelaujutan efoktif d "11 efisicn maka perlu dilakukan pengaturan Irigasi di 

Kabupaten Karanganyar. 

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 TahTm 2001 tentang 

Irigasi, penyelenggaraan Trigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang 

menyeluruh terpa<lu dan beiwawasan lingkungan serta um:uk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat khususnya Petani. Dalain pengelolaan Yrigasi diutamakan 

untulc mempertahankan dan meningkatkan produktivitas JalWt w1tuk mencapai hasil 

pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya. Pcngelolaan Irigasi · 

diselenggarakan deng.:m mengutamakan kepentingan p<.:taru dan dcngan menempatkan 

P3A DHARMA TIRTA scbagai pengambil kqJotusan dan pelaku utam'l dalam 

pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Bcrkaitan dengan hal ini 

Pemerintah Daer.ah J?erlu melakukan pemberdayaan P3A DHARMA TIRTA melalui 

pcnguatan, P'-'IUilgkatan kcmampuan, fasilitasi serta pemberlan bantuan agar mampu 

secaran organisalori.s, teknis clan finansiil rnampu diserahi wewenan~ tugas dan ... 

kewajiban dalam pengelofaan Irigasi. 

Untuk 1rn:berikan dasar hukwn dahm pcngelolaan Irigasi perlu diatur dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

II. PENJELASAN P ASAL DEN.ll P ASAL 

Pasal 1 Cukupjelas 

Pasal 2 Cukupjelas 

Pasal 3 Culmpjelas 

Pasal4 Culmpjelas 

Pasal :5 Cukup jelas 



.. 

Pasal 6 : Cukupjelas 

Faisal 7 Cukup jelas 

Pasal 8 ·cukup jclas 

Panal 9 Cukup jtlas 

Pasal 10 Cukuµ ,iclas 

Pas.il 11 Cu.!,upjd.as 

Pasal 12 Cukupjeias 

Pasal 13 Cukupjelas 

Pasal 14 : Cukup jelas 

Pasal 15 Cukup jclas 

Pasal 16 Cukupjelas 

Pa.'3al 17 Cuknp jelas 

Pasal 18 Cukup jelas 

P.:1sal 19 Cuku9 jcl.:is 

Pasal 20 Cukup jeL.1s 

Pasal 21 Cukupjelas 

Pasal 22 Cukupjelas 

Pasal 23 Cukup je!as 

Pas.al 24 Cukup jclas 

Pasal 25 Cu!o1p jelas r-

Pasal 16 Cukupjelas 

Pasal 27 Cukupjelas 

Pasal 28 Cukup jelas 

I, Pasal 29 C-i.J.kupjelas 

Pasal 30 ~ukup j~Ias 

Pasal 31 Cukupjelas 

Pasal 32 Cukup j~las 

P~al 33 Cukup jclas 

Pasal.34 Cukupjelas 

: Pasal 35 Cukup jclas 
,, 

•. I : 
I Pasal 36 Cukupjelas I 

I / _,. .~ 

I p~,3J Cukup jelas 

Pisal38 ,, Cukupjebs 
" l Pas~tl 39 Cuk1ipjdas I 

I 
I 
I : 


